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Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan baru dan
menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan eratnya hubungan antara hukum
materiil dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil
tersebut, maka diperlukan kesesuaian antara subtansi dalam undang-undang peradilan administrasi negara
dengan UU No. 30/2014 tersebut. Subtansi hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: Pertama, UU No.
30/2014 secara signifikan memperluas makna keputusan administrasi, perluasan makna tersebut dapat
dilihat dalam Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 87 (Penetapan tertulis mencakup tindakan faktual, memperluas
sumber terbitnya keputusan administrasi, perluasan terhadap legal standing yang akan menggugat,
melegalkan keputusan berbentuk elektronik, dan merubah paradigma dalam sikap diam/ lalai pejabat dari
fiktif negatif ke fiktif positif). Maka implikasinya perlu merevisi pasal 1 angka (9), pasal 2 angka (1,6), dan
pasal 3 Ayat (1,2,3) undang-undang peradilan administrasi. Kedua, UU No. 30/2014 merekonstruksi dan
mengembangkan eksistensi upaya administratif menjadi: 1) General untuk semua kasus; 2) Terintegrasi
menjadi satu sistem dengan peradilan murni; 3) Pengujian akhir hasil banding di peradilan administras
tingkat 1 (PTUN); 4) Memiliki hukum acara dengan berbasis fiktif positif; 5) Empowering terhadap institusi
pemerintahan; 6) Pembebanan sanksi administratif. Konsekuensi hukum dari konstruksi tersebut adalah; a)
Ketentuan pasal 48 UU No. 9/2004 harus dihapus, karena menempatkan upaya administratif bersifat
aternatif-imperatif; b) Penghapusan Pasal 51 ayat 3 UU No. 9/2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum
setelah upaya administratif ke PTTUN; ¢) dan revisi Pasal 55 UU No. 9/2004 berkenaan dengan ketentuan
tenggang waktu. Ketiga, dalam rangka mengefektifkan pel aksanaan keputusan peradilan administrasi UU
No. 30/2014 mengkonsepkan uang paksa (dwangsom) sebagai bentuk dari sanksi administratif yang
dikelompokkan kedalam jenis sanksi administratif sedang (tidak memandang sebagai suatu sarana eksekutor
sebagai mana konsep uang paksa dalam undang-undang peradilan administrasi negara). Dan pelaksanaan
uang paksa secara yuridis menjadi tanggungjawab atasan pejabat dengan proses pemeriksaan internal
instansi pemerintahan secara berjenjang. Dan mengenai sumber uang paksa tersebut dibebankan kepada
pejabat yang bersangkutan sebagaimana penjelasan pasal 81 Ayat (2) UU No. 30/2014.

The Law Number 30 Y ear 20140n Governmental Administration a new foundation and becomes the main
material law of state administrative procedure law. Due to the close relation between the material law and
procedural law that contains formal procedure on the implementation of such material law rules, a
conformity between the substance in the Law of the State Administrative Law Procedure by Law No.
30/2014. The substances of law being focused on in this thesis such as. First, The Law N0.30/2014 is
significantly provided a more extensive meaning an administration decision, extensively meaning can be
seen to Article | number (7) and Article 87 (Written decision include to factual actions, extensively the
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source of issuance of an administration decision, extensively to legal standing of litigant, legaliting to
electronic decision, and changing paradigzm in the official ?s readiness/negligence from negative fictive to
positive fictive. Therefore, the implication need to revise article 1 number (9), article 2 number (1,6), and
article 3 number (1,2,3) from the Law of Administration Procedural. Second, The Law No. 30/2014
reconstructed and devel oped the existence of administrative beroep such as: 1) is generally applicable for all
cases, 2) isintegrated into one system under pure judicial court; 3) final testing of the appeal resultin level 1
administration judicial court; 4) Has a positive fictive-based procedural law; 5) Empower the governmental
institution; 6) imposition of Administration sanction. Legal consequences of such construction are; a) The
provision of article 48 of The Law No. 9/2004 must be eliminated, because it disposes an imperative-
alternative of administration beroep; b) Elimination of Article 51 number 3 of The Law No. 9/2004 that
states legal effort following the administrative beroep to PTTUN; c) and revision of Article 55 of The Law
No. 9/2004 with regard to the provision of deadline. Third, for efficiently implement administration judicial
court order, The Law No. 30/2014 provides the concept of penalty payment (dwangsom) as aform of
administrative sanction, grouped into a medium administrative sanction (without considering it as an
executer media as thepenalty payment concept in the Law of the State Administrative Law Procedure. And
then the implementation of juridical penaty payment shall be the responsibility of the official ?s superior
with step-by-step internal inspection process of the governmental institution. And with regard to such source
of penalty payment shall be borne by the concerned official as stated in the description of article 81 number
(2) of The Law No. 30/2014.



